SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5156);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor
3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah Kota Kediri(Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012

Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun
2014 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2017 Nomor 46);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017

Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA KEDIRI
dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHTAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Neraca;
d. Laporan operasional,;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

sebagai berikut :

a. Pendapatan......................... Rp. 1.239.131.382.633,36
b. Belanja ......c.cocoiiiiiiil Rp. 1.269.944.308.580,97
defisit o Rp. 30.812.925.947,61
c. Pembiayaan :
- Penerimaan ................. Rp. 230.907.373.861,05
-  Pengeluaran ................. Rp. 0,00
Pembiayaan netto ............cooiiiiiiiiii. Rp. 230.907.373.861,05




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp.38.997.112.513,18 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 1.200.134.270.120,18

b. Realisasi Rp. 1.239.131.382.633,36
Selisih lebih sebesar Rp 38.997.112.513,18
Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

Rp.151.097.335.400,26 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.421.041.643.981,23

b. Realisasi Rp. 1.269.944.308.580,97
Selisih kurang sebesar (Rp. 151.097.335.400,26)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah

Rp.190.094.447.913,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah Perubahan (Rp. 220.907.373.861,05)

b. Realisasi (Rp. 30.812.925.947,61)
Selisih lebih sebesar Rp. 190.094.447.913,44

Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 230.907.373.861,05
b. Realisasi Rp. 230.907.373.861,05
Selisih sebesar Rp. 0,00

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 0,00
Selisih kurang sebesar (Rp. 10.000.000.000,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah
Rp.10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 220.907.373.861,05
b. Realisasi Rp. 230.907.373.861,05
Selisih lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,00



Pasal 4
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf b sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 230.907.373.861,05
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan

pembiayaan tahun berjalan (Rp. 230.907.373.861,05)

Jumlah Rp. 0,00
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp. 200.094.447.913,44

Jumlah Rp. 200.094.447.913,44
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. 0,00
d. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 200.094.447.913,44

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun

2017 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.3.019.203.700.774,35

b. Jumlah kewajiban Rp. 18.451.517.635,67

c. Jumlah Ekuitas Rp. 3.000.752.183.138,68
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Surplus Operasi :

Pendapatan LO Rp. 1.264.652.816.894,16

Beban Rp. 1.156.348.250.369,64

Surplus dari operasi Rp. 108.304.566.524,52
b. Surplus dari kegiatan non operasional :

- Surplus non operasional Rp. 104.918.648,00
c. Defisit dari Pos Luar Biasa :

- Beban Luar Biasa Rp. (103.086.227.423,61)
d. Surplus LO Rp. 5.323.257.748,91

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :
a. Saldo kas di BUD awal per 1 Januari 2016 Rp. 223.522.066.513,18

10



b. Saldo kas di BLUD awal per 1 Januari 2016 Rp. 7.385.307.347,87
c. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 212.102.288.530,87
d. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (242.915.214.478,48)

e. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00

f. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00

Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 200.094.447.913,44
Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:
a. Ekuitas awal Rp. 2.992.449.897.646,80
b. Surplus/defisit LO Rp. 5.323.257.748,91

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/
kesalahan mendasar

- Koreksi nilai persediaan Rp. 0,00

- Koreksi ekuitas lainnya Rp. 2.979.027.742,97

d. Ekuitas akhir Rp. 3.000.752.183.138,68
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran :  Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;
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Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Lampiran [.10 : Daftar dana cadangan; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah.
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
c. Lampiran III : Neraca.
d. Lampiran IV : Laporan Operasional.
e. Lampiran V : Laporan Arus Kas.
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas.
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari

Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. LampiranVIIl.1: Ikhtisar laporan keuangan  perusahaan  daerah
pendapatan, beban dan laba (rugi) bersih;

b. Lampiran VIII.2: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva,

kewajiban dan ekuitas dana.
Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 13
Walikota Kediri menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Kediri Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAHKOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 283 -9 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003
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